


menyampaikan aspirasi dengan beberapa poin utama untuk melakukan 
penyelesaian permasalahan guru honorer, antara lain (bahan terlampir): 
1. Mendorong penataan pegawai Non ASN di lingkungan pemerintah

berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menyediakan formasi PPPK Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan

Negeri dan diberikan afirmasi berupa masa kerja dan usia.
3. Meminta seluruh guru honorer diangkat menjadi ASN tahun 2024 tanpa

terkecuali.

B. Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh narasumber, Komisi X DPR RI
menyampaikan pandangan antara lain:
1. Komisi X DPR RI mendorong pemerintah ( Kemendikbudristek RI,

Kemenpan-RB, Kemenkeu RI, Kemendagri RI) untuk melakukan
penyelesaian permasalahan guru honorer tahun 2024.

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera
menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan Guru
Honorer sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendibudristek RI menginisiasi rapat dengan
K/L terkait bersama Komisi X DPR RI, untuk membahas penyelesaian
permasalahan guru honorer.

C. Bahan masukan dari para narasumber menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari RDPU hari ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan
kebijakan Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

Ill. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 13.45 WIB 


